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RINGKASAN 
Kendala Penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui media 
sosial online yang saat ini marak terjadi dan kaum remaja sebagai korbannya. 
Majunya teknologi saat ini dimanfaatkan untuk transaksi yang dilakukan oleh 
mucikari dengan pelanggannya. Pihak kepolisian semakin sulit untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, dan sulit untuk menemukan 
identitas asli si pelaku karena semua tindakan pelaku menggunakan perangkat 
elektronik. 
kata kunci : kendala penyidikan, tindak pidana prostitusi, media sosial online 
 
SUMMARY 
Investigation constraints in handling criminal cases of prostitution through online 
social media that is currently rife and young people as victims. Rapid advancement 
of technology is now used for transactions conducted by pimps with customers. The 
police increasingly difficult to conduct criminal investigations against prostitution, 
and the original is hard to find the identity of the perpetrator because all the actors 
act using electronic devices. 






 Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa di masa depan, 
yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa 
kemajuan bagi bangsa di waktu mendatang. Namun demikian, seiring berjalannya 
waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini. 
Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda bangsa 
ini yaitu tantangan yang muncul akibat Globalisasi. 
Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (borderless world) 
dengan arus informasi supercepat (superhighway information) yang mengglobal. 
Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang ICT (Information and 
Communication Technology). Tantangan globalisasi pada perkembangan ICT bagi 
generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah Situs Jejaring Sosial. Begitu 
banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau internet.
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 Hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi remaja untuk memilikinya. 
Dengan adanya hal tersebut situs jejaring sosial ini mengakibatkan dampak yang 
positif maupun negatif. Dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai 
sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli 
online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan 
juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan 
tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus. Dampak negatif 
jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan situs jejaring sosial yang 
mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus 
update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Dampak negatif situs 
jejaring sosial juga nampak dalam perubahan sikap yang ditunjukan setelah remaja 
tersebut kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu 
asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka 
sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan 
lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet, dan 
lebih parahnya lagi saat ini media jejaring sosial sudah disalah gunakan sampai pada 
ajang prostitusi di kalangan remaja. 
                                                          
1
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus 
Teknologi Komunikasi di  Masyarakat, Kencana. Jakarta. 2009 Hlm. 163 
 
 Sudah bukan rahasia lagi, media sosial sekarang tidak hanya menjadi alat 
untuk bertemanatau bertukar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk berinteraksi, 
menjadi jembatan yangpraktis untuk melakukan suatu bisnis, jasa atau sumber 
sosialisasi yang kini sudah tidak asing lagi, dijadikan alat untuk melakukan kegiatan 
terlarang. Media sosial kini marak digunakan sebagai sarana yang mudah dan 
dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalammelakukan transaksi 
bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin merebaknya pelacuran melaluisitus 
internet, terlihat para wanita/lelaki pekerja seks komersial (PSK) sekarang 
menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk menjajakan dirinya dalam 
menjaring klien. 
 Hal mengenai orang yang melakukan ini sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) 
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 
Serta sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 
berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah)”. 
 Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum (bukan secara online), 
maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 
menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda 
paling banyak lima belas ribu rupiah'. Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barang 
siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya 
sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan 
lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan/atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang 
Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang 
terkait dengan perundangan pidana. Dalam hal prostitusi tersebut, dapat diambil juga 
pasal yang berkenaan terhadap perdagangan manusia melalui media sosial online 
yang setelah itu digunakan jasanya. Untuk perdagangan manusia atau human 
trafficking yang termasuk dalam cyber crime diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA PERDAGANGAN ORANG, yang berbunyi :  
“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 
perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 
lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban 
tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 
dan Pasal 6.”  
 Yang hal tersebut termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi 
Elektronik pasal 27 ayat (1) karena melalui sarana media elektronik. Karena pada 
judul penelitian mengacu pada kendala penyidikannya, maka yang akan dibahas oleh 
peneliti adalah bahasan mengenai penyidikan pada Undang-Undang ITE. 
 Penyidikan terhadap tindak pidana ini dilakukan berdasarkan ketentuan  
KUHAP yaitu pada pasal 106 sampai dengan 135 dan Undang-Undang ITE pada 
pasal 42 sampai dengan 44.   
  
MASALAH / ISU HUKUM 
Adapun masalah/isu hukum yang dibahas oleh penulis antara lain : 
1. Apa modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di 
kalangan remaja? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya Kepolisian dalam mengatasi 
tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja? 
 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
yuridis empiris, penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang ada 
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-
fakta atau fenomena-fenomena dan dikaitkan dengan suatu pembahasan,
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dimana penelitian ini mengkaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan 
keadaan yang terjadi sebenarnya, penelitian hukum empiris ini tidak hanya 
tertuju pada warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas 
yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.
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B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan 
Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan 
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian 
menuju pengeidentifikasian masalah (problem-identification) dan pada akhirnya 
menujuk kepada penyelesaian masalah (problem-solution).
4
  
C. Alasan Pemilihan Lokasi 
Alasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Surabaya secara 
obyektif yaitu karena kota Surabaya merupakan kota yang sangat luas dan 
beragam pula kasus yang terjadi di kota Surabaya, dan kasus tindak pidana yang 
akan diteliti merupakan kasus yang pernah terjadi di kota Surabaya, serta 
peneliti kebanyakan melihat dan membaca mengenai Polrestabes Surabaya yang 
kerap menangani kasus tindak pidana yang hendak diteliti melalui beberapa 
media sosial termasuk koran dan Internet di sebuah sumber yang mampu 
dipertaggung jawabkan kebenarannya. 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Dalam Penelitian ini jenis data dapat dibagi menjadi 2 jenis data, yang meliputi : 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang 
berkompeten dalam mengani permasalahan terkait judul penelitian ini, data 
primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara langsung dengan 
pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat reskrim pidana khusus unit 
cybercrime di Kepolisian Resort Kota Surabaya. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data-data pendukung yang bisa melengkapi dalam 
menganalisis penelitian. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, 
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termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping 
itu juga kamus-kamus hukum.
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 Dalam hal ini data-data sekunder membantu 
peneliti dalam memberikan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam 
proses penelitian, dimana buku yang diperlukan bisa meliputi buku-buku yang 
berkaitan dengan Judul yaitu kendala penyidikan terhadap prostitusi terselubung 
melalui media sosial online di kalangan remaja. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung 
dengan informan yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial online 
sebagai sarana prostitusi terselubung di kalangan remaja dengan menggunakan 
teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara 
(interview guide). 
Sedangkan dalam teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi 
kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan 
mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, 
peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada di 
Kepolisian Resort Kota Surabaya yang berhubungan dengan penelitian. 
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
Peneliti akan mengambil seluruh pihak dalam Kepolisian Resort Kota Surabaya 
untuk diambil pendapat maupun keterangannya terhadap judul penelitian 
sebagai populasi sebagai sumber data yang dibutuhkan. Teknik pengambilan 
sampel yaitu dilakukan secara purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih 
berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini 
peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 
populasi,
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 artinya penulis mengambil sampel penelitian yang dianggap dapat 
membantu penelitian yang berkaitan dengan kendala Penyidikan terhadap 
prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja dengan 
mengambil sampel di Kepolisian Resort Kota Surabaya yaitu di bagian Reskrim 
unit Seperti Ka. Unit dan Ka. Satreskrim Unit Cyber Crime yang memiliki 
kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui media 
sosial online. 
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G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah 
dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 
foto, dan sebagainya.
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 Dari data tersebut dapat dikatakan peneliti akan 
menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh 
merupakan hasil dari wawancara yang merupakan proses suatu kejadian, lalu 
dianalisis mengenai bentuk-bentuk  upaya dalam mengatasi kendala Penyidikan 
terhadap prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja 
yang  dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Surabaya supaya dapat 
berjalan dengan baik dan dapat mengurangi pelaku penyalahgunaan Media 
Sosial tersebut untuk kedepannya tanpa mengalami kendala atau setidaknya 
meminimalisir kendala tersebut. 
H. Definisi Operasional 
1) Kendala : Suatu halangan, hambatan untuk melakukan sesuatu sehingga 
menjadi tidak lancar. 
2) Penyidikan :  Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP  yaitu setiap tindakan penyidik 
untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan atau mendukung 
keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut dengan ketentuan pidana tersebut 
benar-benar telah terjadi. 
3) Tindak pidana : Perbuatan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana 
4) Prostitusi : pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai 
suatu transaksi perdagangan. 
5) Media Sosial Online : media online, dan para penggunanya bisa dengan 
mudah untuk berpartisipasi, berbagi, bertukar pikiran, dan menciptakan isi 
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring 
social. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online 
Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Satreskrim yaitu bapak Jupri 
selaku pembantu penyidik, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku 
(mucikari) dalam menjaring korban dan pelanggannya yaitu antara lain :
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1. Tersangka merekrut korbannya di tempat-tempat nongkrong anak muda yang 
bertebaran di Surabaya. Agar tertarik, tersangka mengiming-imingi korban 
dengan gadget baru, tetapi ternyata gadget itu tak gratis. Korban diharuskan 
bergabung dengan grup layanan pesan instan yang dibuat tersangka. Grup 
tersebut ternyata berisi para wanita muda yang ditawarkan tersangka kepada 
pria hidung belang. Jadi mucikari menggunakan tipu daya dengan 
memberikan sebuah barang untuk menjaring korbannya agar korbannya 
memiliki keterikatan dengan sang pelaku atau mucikari. Sebenarnya beberapa 
para korban sadar akan hal itu, namun korban yang masih belia dan memiliki 
emosional yang tinggi itulah yang terjaring dalam bisnis prostitusi tersebut. 
2. Tersangka membuat sebuah akun facebook dengan nama khusus yang hanya 
mucikari dan pihak yang terlibat yang tahu. Di akun itu, tersangka 
mengundang baik para korban dan pria hidung belang. Bila ada yang saling 
tertarik, mereka diarahkan menuju ke forum dengan tema diskusi yang sudah 
ditentukan. Para pria hidung belang yang ingin melihat koleksi lain, bisa 
menginvite kata kunci milik gadget tersangka. Di situ, sang pria akan diajak 
gabung ke grup yang berisi anak buah tersangka. 
3. Tersangka dalam webnya mencantumkan sebuah PIN Blackberry Messenger, 
lalu kemudian para pelanggan yang berminat langsung bisa menginvite pin 
tersebut sehingga transaksi dilakukan melalui Blackberry Messenger agar 
transaksi tersebut dilakukan dengan aman, dan tanpa bisa dilacak oleh 
siapapun. Web yang dibuat oleh mucikari pun berbeda, ada web yang khusus 
dirancang untuk menjaring korban dan yang satu lagi web yang dibuat 
memang untuk menarik pelanggan. Korban diberi grup sendiri-sendiri 
berdasarkan kelas, jika gadis itu semakin cantik dan memiliki tubuh yang 
diidamkan para lelaki maka harganya semakin mahal, jadi para pelanggan 
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awalnya diberi pilihan mengenai harga para pekerja, lalu jika sudah memilih 
harga yang ditentukan maka pelanggan diberikan foto korban atau gadis belia 
yang tersedia dikelas harga tersebut. 
B. Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana 
Prostitusi Melalui Media Sosial Online 
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani 
beberapa kasus mengenai prostitusi online berdasarkan wawancara langsung 
dari pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya, kendala tersebut antara lain:
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1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan 
Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui 
media sosial online, pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan 
undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita 
ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman 
undang-udang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas 
untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa 
membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti 
yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan pasal 296 KUHP serta 
pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian 
dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus yang satu ini karena 
menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang 
berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang – Undang ITE pada pasal 27 
ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun 
tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang – 
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini 
mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih 
dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 
2. Identitas Pelaku sering Dipalsukan 
Dalam menangani beberapa kasus prostitusi online, pihak kepolisian sedikit 
terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap 
kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya 
tidak diketahui oleh aparat. 
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3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas 
Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, 
sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi pihak 
Polrestabes sudah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Jatim di 
Surabaya, dan pihak Polrestabes tidak bisa semena-mena melakukan 
penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari 
pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana cybercrime ini, kecuali 
memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak 
Satreskrim Polrestabes Surabaya. 
4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat 
Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online ini pihak Polrestabes 
Surabaya sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk 
menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si 
pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung 
dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban 
penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan 
untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka  tertangkap 
seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih 
lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan 
menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan 
banyak uang. 
C. Upaya Pihak Kepolisian Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menangani Kasus 
Tindak Pidana Prostitusi Online 
1. Beragam Undang-Undang yang Diberlakukan: 
a. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang 
peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara 
pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, 
terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman prostitusi 
dengan menggunakan media internet bukan merupakan hal yang baru di 
Indonesia bahkan di Polrestabes Surabaya sendiri, bahkan sebelum lahirnya 
undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak 
terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Dalam Undang-
Undang ini tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal ini 
pihak Polrestabes Surabaya juga melakukan hubungan kerjasama dengan 
Polda Jatim untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi 
unsur pelanggaran keasusilaan yang menyangktut hal kepornoan serta 
menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya 
konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU 
ITE tersebut, jadi pihak IT yang terdapat di Satreskrim Polrestabes 
Surabaya secara umum menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat 
pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau 
mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan. Namun, pihak 
Satreskrim tidak serta merta dapat menangkap semua pemilik situs tersebut, 
situsnya sendiri banyak tapi dipilah berdasarkan kemudahan pengungkapan. 
Yang menjadi kesulitan polisi adalah identitas mereka (pemilik atau 
pengelola situs) kebanyakan menggunakan indentitas palsu.
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b. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penerapan menggunakan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang yang berorientasi pada pelacuran atau prostitusi 
melalui media sosial online, memang pada awalnya harus menggunakan 
pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk 
menjerat pelaku prostitusi online yang disebut mucikari karena aksesnya 
melalui online atau hubungan jarak jauh nirkabel. Untuk menjaring pelaku, 
penyedia jasa, dan pengguna akses tersebut, Polrestabes juga harus 
melakukan hubungan kerjasama dengan semua satuan polisi termasuk Polda 
Jatim yang bergerak melalui jaringan online untuk melacak penyedia serta 
pengguna jasa prostitusi tersebut, pihak kepolisian juga harus mengetahui 
adanya unsur perdagangan orang yang mengandung unsur eksploitasi dan 
jasanya digunakan untuk pelacuran atau prostitusi dan jika sudah diketahui 
adanya transaksi, maka pihak kepolisian akan menyergap mucikari dengan 
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2 pasal sekaligus yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 2 
ayat (1) UU pemberantasan perdagangan orang.
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c. Upaya dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Tak banyak korban pelacuran yang masuk dalam 
jaringan prostitusi. Orang awam mungkin akan sulit menerima kenyataan 
bahwa anak-anak yang melacurkan diri merupakan bagian dari eksploitasi  
seksual walaupun anak-anak tersebut memutuskan diri secara “sekurela” 
menjadi prostitusi. Namun, keputusan anak untuk menjadi objek seks 
komersial tidak bisa diterima karena anak  tidak cakap secara hukum untuk 
memutuskan diri menjadi objek seks, pada kasus prostitusi online yang 
ditangani oleh Polrestabes Surabaya, dengan ini pihak Polrestabes Surabaya 
tengah memaksimalkan Undang-Undang mengenai perlindungan anak ini 
guna menjerat pelaku dan mencegah terdapat korban anak yang lebih 
banyak lagi yang terjun dalam dunia prostitusi. Pasal yang mengatur 
mengenai hal prostitusi ini yaitu pasal 59 Undang - Undang Perlindungan 
Anak. 
2. Identitas Pelaku Sering Dipalsukan 
Pihak Polrestabes Surabaya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian 
Daerah maupun pihak lembaga yang lainnya diluar Kepolisian seperti pihak 
catatan sipil setempat guna mencari tahu serta menyesuaikan identitas pelaku 
dan korban yang sebenarnya, jika pelaku terbukti menggunakan identitas palsu 
maka pihak kepolisian akan segera mengetahui dan segera memproses. 
3. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi Terbatas 
Sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi di Polrestabes 
Surabaya terbatas, maka pihak Polretabes khususnya Satreskrim sudah 
mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan 
Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polrestabes 
memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti 
Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor di dalam lingkup Surabaya untuk 
penginputan data mengenai letak kejadian serta data–data penduduk sekitar 
yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan. 
Karena tiap tingkatan kasus yang terjadi di Surabaya berbeda, maka limpahan 
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kasus yang ditangani tiap–tiap tingkatan kepolisian di Surabaya maupun di 
daerah Jawa Timur juga berbeda, semuanya disesuaikan menurut berat 
ringannya kasus tindak pidana yang terjadi.  
4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat 
Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. 
Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, 
seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh 
pemerintah, masih belum manusiawi. Jika dikaitkan dengan kasus Yunita Alias 
Keyko yang melibatkan ratusan hingga ribuan pekerja seks komersial yang 
dibawahinya, terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh 
bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata 
sosial dan hak asasi manusia.nya di masalah yang lain yang telah dilanggar 
oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi 
untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah 
untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang 
kurang mampu dalah hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal 
pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh 
pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ 
terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali 
untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian disini hanya 
menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang 
sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah 
prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah 






mucikari mencari korbannya melalui 2 (dua) cara, yaitu yang pertama terjun 
langsung ke tempat-tempat para muda mudi berkeliaran yang bertujuan untuk 
melakukan beberapa tipu daya agar korban tergoda dan masuk ke dalam 
bisnisnya, lalu yang kedua pelaku menggunakan media internet dan membuat web 
atau akun media sosial yang digunakan untuk menjaring para korbannya.  
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Kendala yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam meangani kasus 
tindak pidana prostitusi melalui media sosial online adalah: 
1. Undang-Undang yang dipakai untuk menangani kasus prostitisi melalui 
media sosial online ini terlalu beragam, yaitu undang-undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai 
Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang perlindungan anak. 
2. Pelaku sering dan korbannya kerap menggunakan identitas palsu. 
3. Sumberdaya manusia dalam bidang informasi teknologi yang terbatas. 
4. Pihak Polrestabes Surabaya agak sedikit kesulitan untuk menentukan mana 
yang benar-benar korban, dan mana yang dengan sukarela ikut bergabung 
dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap dunia itu adalah sebuah 
gaya hidup. 
Dalam menanggulangi beberapa kendala, maka Polrestabes melakukan beberapa 
upaya, yaitu: 
1. Upaya guna menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
2. Pihak Polrestabes Surabaya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian 
Daerah maupun pihak lembaga diluar kepolisian untuk mencaritahu identitas 
pelaku yang sebenarnya. 
3. Pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah mengajukan permohonan 
kepada kepala untuk melakukan penambhan Sumberdaya di Bidang 
Teknologi dan Informasi, selain itu pihak Polrestabes Surabaya selalu 
bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur. 
4. Pihak Polrestabes Surabaya melakukan penyuluhan Kepada masyarakat, ke 
sektor pendidikan, serta aparatur negara untuk selalu memperhatikan 
lingkungan serta teman bergaul atau rekan dalam bekomunikasi. 
B. SARAN 
Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk 
menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia. Maka penulis berusaha 
untuk memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi Kepolisian 
Hendaknya dilaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu 
meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, pembenahan khususnya 
dibidang teknologi informasi pada seluruh struktur di Kepolisian dan tidak 
hanya pada Satreskrim agar terjadi kesinambugan antara beberapa struktur 
dalam Kepolisian tersebut 
2. Bagi Masyarakat 
Perlu adanya upaya untuk selalu menjalin kerja sama dalam hal positif, antara 
masyarkat atau LSM dengan intansi pemerintah maupun dengan kepolisian. 
Hendaknya terus meningkatkan partisipasi dan kepercayaan melalui 
peningkatan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang dimiliki 
masyarakat. 
3. Bagi Akademisi 
Hendaknya akademisi bersama dengan pembuat peraturan perundang-
undangan selalu berkerjasama agar terjadi sinkronisasi antara teori hokum 
dengan praktik hukum yang menghasilkan dalam perumusan suatu produk 
hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. 
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